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QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 21 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai
implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka _dipandang periu untuk

menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembzangunan daerah;

tahwa Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan potensi sumber
Pendapatan Asli Daerah, maka periu ditinjau kembali Keputusan
Bupali Aceh Tamiang Nomor G332 Tahun 2004 ientang Retribusi

Rumah Potong Hewan (RPH) selanjutnya mengatur kembali dalam
f"l-:nnn;

TR L

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiari

huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan (RPH): '

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Rumah Potong

Hewan, Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
ridana {Lembaran Negarz Republik Indonesiax Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomotr ZZ--
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1939 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor Lembaran Negara Nomor
3E093); '
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonior 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Otonomi Khusus
2ag: Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Reniihlik Indan=cia
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7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh
- ) Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Aceh Jaya,
oty Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provmgi
- Nangyroe Acei Daruscalam (Lombaran Negara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179); .
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
f‘! indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara - :
‘ Republik Indonesia Nomor 4389); - !
o 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 3.
o Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor !
» 125, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor ,
= 4437), :
ql 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan :
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
‘ Undang-Undsiig Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
" pPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3208). ‘
12. Poraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1993 tentang Rumah
Potong Hevan, Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Gtonom
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tanun 20u0 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3952 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2001
Nomu: 119, “Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 4139), .
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 19892 tentang
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipu di
Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

|
}
!
I

P
& ARATPC PN N

N Dengan Persgtujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEi-{‘TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkar: . QANUN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH).
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasai {1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

10.

11.
12.

13.

14,

15.

16.
17.
18.

19.

20.

N AL N

Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemeritahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakz. .
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Persercan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara alau
Daerah dengan nama dan bentuk Persekutuan apapun, Perkumpuian, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan Lembaga, Bentuk Usaha serta usaha tainnya.

Reftribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pémerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada
dasainya dapat pula disediakan oleh sektar swasta.

Retribusi Rumah Potong Hawan (RPH) yang selanjutnya sjisebut Retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak
termasuk pemeriksaan kesehatan hewan, sebelum dipotorg yang dimiliki dan atay
dikelola oleh Pemarintah Daerah. e
Wajib Retribusi adalah orang pritadi atay vadan yang menurut Peraturan
Perundangan-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retiibisi adalah jangka waktu tertentu yang nerupakan batas waktu bagi -
wajib retribusi. .

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjuinya dapat disebut
SPJORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melapcrkan data
objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang
terhulang menurut Peraturai Perundang-undangan Petribusi D2zrah.

Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besamya jumiah retribusi temutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
dapat disebut SKROKBT adalan surat keputusan yan3 menentukan tambahan
atars. jum'~h retribusi yang telah ditetapkan.

Surit Ke tapan Retribusi Daerah Lebin Bayar, yang selanjutnya dapat disebut
SKRUDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumiah pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang
terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh waijib retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah.

Palayuan adalah serangkaian kegiatan sebagai tempat penyimpanan/pengawetan
terhadap daging yang tidak habis dijual.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neger Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menerikan tereannrana
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BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSH

Pasal 2
Retribusi ini disebut Retribusi Rumah Rotong Hewan yang dipungut retribusinya

sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dipotong. :

Pacal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang
meliputi :
a. penyewaan kandang ( karantina ).
b. pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
. ¢. pemakaian tempat pemotongan
. d. pemakaian tempat pelayuan daging;
e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.
(2) Tidak termasuk objek retribusi adatah pemeriksaan daging dari daerah lain dan

daging import serta pelayanan rumah potong yang dikelola oleh Perusahaan
Daerah dan pihak swasta. ' '

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah erang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah
Potong Hewat..

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI
f‘?asal S

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pe?-\ggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumléh
ternak yang akan dipotang. '

BABV :
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan

yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi_secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumiah temak.
(2) Besamya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang bertaku di daerah.

|
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(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai

jumiah pembayaran persatuan unit pelayananfjasa yang merupakan jumlah unsur-
unsur yang meliputic

a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
14) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3} meliputi :

a. bivyz ..perasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk
pegawal tidak tetap, belanja barang, belanja pemicliharaan tempat sewa ternak
dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya
yang mendukung penyediaan jasa:

c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya
yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan denda
pinjaman, nilgi sewa tanah bangunan dan penyusutan aset;

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti denda
atas pinjaman jangka pendek.

(5) Struktur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) dan (3}
ditetapkan sebagai berikut :

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas

Pasal 8

WILAYAH PEMUNGUTAN

NO|] JENIS PELAYANAN ! JENIS TERNAK TARIF (Rp) I KET.
1. | Pemeriksaan kesehatan . Sapi / Kerbau 15.000 / ekor
ternak sebelum dipotong : Unggas 102/ ekor
! Kambiny / Domba 2.000/ ekor
2. | Pemzkaian kandang i Sapi / Kerbau ', 5.000/ ekor
j Unggas ' 100/ ekor
! Kambing / Domba 500/ ekor
3. | Pemakaian tempat l Sapi/ Kerbau 5.000/2jam
pemotongan i Unggas 100 /2 jam
{ Kambing / Domba . 250072 jam
4. | Pem=kaian temp=t | Sani 1 Kerbau 5.000 / ekor / hari
pelayuan daging ' Unggas 200 / ekor { hari
i Kambina / Domba 1.000 / ekor / hari
5. | Pemakaian angkutan i Sapi / Kerbau 10.000 / ekor
‘ : Kambing / Domba 2.000 / ekor

BAB Vii

rumah potong dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak diberikan.

Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka

BAB Vil

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Saat retribusi terhutang adalah

lain yang dipersamakan.

Pasal 11

pada saat ditetapkannya SKRD dan/atau dokumen
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BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Fasal 12

Wajib retribusi wajib mengisi SP4ORD.
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jetas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BABX
PENETAFAN RETRIBUSI

- Pasal 13

Berdasarkan SPJORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen tainnya
yang dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data barny danlatau data
semula yang belum terungkap menyebutkan penambahan jumlah retribusi yang
terhutang, maka dikeluarkan SKROKBT. v

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih-lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.

Tata cara pemungutan, penggunaan jasa dan tempat pembayaran retribusi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan berdasarkan Peraturan ini harus

disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak ‘membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang tethutang atau kurang dibayar dan dltagnh dengan

menggunakan STRD.
BAB XIil
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .SKROKBT dan
STRD.

(3) Tata caia pembayaran penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur diatur

lebih ianjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB Xiv
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDRBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau
kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Surat Peringatanfteguran
atau surat lain yang disamakan.

Penagihan Retribusi meialui Surat Peruncatanlteruran atauy surat lain yang

disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
‘berfaku,

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKROLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-
alasannya yang jelas.
Dalam hal wajib retribusi, mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara

jabatan, wajib retribusi nharus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
retribusi tersebut.

" Keberatan harus diajukan dalam jangka wakfu paling lama 2 (dua) bulan sejak

tanggal SKRD atau dokumen iain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLS
diterbitkan kecuali apabita wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa
jangha waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

-{2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak

dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retubusl dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Bur.ati yalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB XVI,
PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permoho'\an
kelebihan pernbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
harus memberi keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal i telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan
pengambalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
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Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi fainnya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu hutang retribusi tersebut
Pengembalian kelebihan pemhayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat /1) pasal ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) butar sejak diterbitkan
SKROLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2 %
{dua persen) sebulan atas kelerlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

Permohonan pengembalian keiebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tenuiis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya keiebihan pembayaran; dan

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui Pos tercatat. ‘
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat
merupskan bukti saat permohonan diterima oleh Bupali.

Pasatl 22

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhi*tungkan dengan hutang retribusi
lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan juga berlaku s2bagai bukti pembayaran.

(1)
2

3

(1

@

(1

BAB XVl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Bupati dapat memberikan pengursngan, keringanan dan pembebasan retribusi.
+engurangan, keringanan dan pembebasan retribusti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi.

Tata cara pengurangan keringanan dar pembebasan retribusi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVl
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajlb
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak fangsung.

BAB XiX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan
Keuangan Daerah diancarit pidana kurungan paling lama 6 {(enam) bulan atau
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(2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana
Pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26 -

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menefima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan -

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
c. meminta keterangan dan bahan buku dari orang pribadi atau badan
sehubuiigan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktl pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen fain serta metakukan nenyitaan ierhadap
bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas peuyld.kan ,

tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berfangsung dan memeriksa identitas
orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf g;

h. memotret seseorang yang berkailan dengan tindak pidana retiibusi aaerah ;

i. memanggii orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

menghentikan penyld:kan dan/atau

melakukan tindakan lain yang parlu untuk kelancaran penyadlkan tindak pidana
dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyid« ::bagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikun dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

sesuai dengan ketentuan yzng diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

J-
k.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27 -
Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 003
Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan segala ketentuan
yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku tagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qarun ini, sepanjang mengenai peraturan
pelaksanaannya akan diatur {ebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 29
Qanun ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar seﬁab orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun inl
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

" Disahkan di Karang Baru :
- Pada tanggal : _16 Juni 2005 M
8 Jumadil Awal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Ariasand
ISHAK DJUNED
Diundangkan di Karang Baru
Padatanggal : 17 Juni 2005 M
.+ - .9 JumadilAwal 1426 H

‘L% AZTARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

e

Drs. ISHAK DJUNED
- Pembina Tk. l,
" Nip. 010 055 253
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